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Abstrak : This study, entitled "Implementation of the Financial Investigation 
Methods (Financial investigation on criminal) in the process of criminal law 
enforcement in Indonesia" research that examines the prospects for the 
application of methods of financial investigation in the criminal on criminal 
law in Indonesia. The purpose of this study is to provide an overview of 
financial investigative methods and their application in the Indonesian 
criminal law. The study was conducted by using a kind of normative study, 
using primary legal materials, secondary and tertiary, with the method of 
analysis using deductive reasoning. The results showed that the method of 
financial investigations (Financial Investigation on Criminal) is a method of 
investigation by tracing the assets of criminals through the banking system 
or other financial services providers to determine a suspect's assets 
derived from the proceeds of crime, so it can be confiscated, to be 
returned to the state and or victim. That the purpose of the method is in 
addition to proving the act offenders, as well as to determine the proceeds 
of crime and assets acquired through crime. That conceptually basically 
criminal procedural law and the provisions of laws of corruption and money 
laundering, has embraced substantially impoverish method similar 
offenders (have in common) with the FCI method, although the new 
implementation is used to prove the guilt of the perpetrator, and still 
separate criminal proceedings and civil process in an attempt to 
impoverish the perpetrators. 
 
Keywords : Financial investigation on the criminal, the proceeds 
of crime, criminal law enforcement, investigative 
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PENDAHULUAN  
 Perkembangan kejahatan seringkali dinyatakan berbanding 
terbalik dengan proses penegakan hukum, terutama di Indonesia dengan 
                                                             
1 Anggota Kepolisian Republik Indonesia Bareskrim Polri, Dosen Luar 
Biasa dibeberapa Fakultas Hukum pada Universitas Swasta di Jakarta. 
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melihat fenomena perkembangan kejahatan yang menggunakan sarana 
Teknologi Informasi dan transfortasi yang mutakhir. Kejahatan memang 
selalu lebih maju dari proses penegakan hukum, karena proses 
penegakan hukum itulah yang mengikuti perkembangan kejahatan, bukan 
sebaliknya. Oleh karena itu, pembangunan hukum harus selalu dilakukan 
perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan kejahatan itu sendiri. 
 Penanggulangan kejahatan2 dengan menggunakan (hukum) 
pidana3 merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu 
sendiri.4 Proses penanggulangan kejahatan melalui jalur pidana ini, 
dilakukan dalam sistem peradilan pidana.5 Menurunnya tingkat kejahatan 
merupakan indikator penilaian efektivitas kinerja sistem peradilan pidana, 
dan meningkatnya intensitas kejahatan menunjukkan tidak efektifnya 
sistem peradilan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, sistem peradilan 
pidana dari sudut pandang kriminologi6 saat ini, bukan lagi dipandang 
                                                             
2 Definisi kejahatan menurut Bonger yaitu bahwa : “kejahatan adalah 
perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara 
berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)”. Lihat Koesnoen, R., A., 
Reksodiputro, B., M., Moeliono, P., M., 1982, Pengantar tentang Kriminologi terjemahan 
dari Bonger, W., A., Inleiding Tot De Criminologie, cetakan VI , Ghalia Indonesia  : 
Jakarta hal : 25 dan 21.  
3 Pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari “hukuman”  
yang menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif memberikan kesimpulan tentang definisi 
Pidana dari berbagai yadefinisi yaitu bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri 
sebagai berikut : (1) pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) diberikan dengan sengaja 
oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); (3) 
dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-
undang. Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arif., 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, 
Edisi Kedua, Cet. Kedua, Alumni : Bandung, hal : 4. 
4 Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arif., 1998, ibid, hal : 148. Gene 
Kassebaum menyebut sebagai “older philosophy of crime control.” Menurut Muladi dan 
Barda Nawawi Arief bahwa penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai 
salah satu upaya mengatasi masalah sosial, masuk dalam bidang kebijakan criminal 
5 Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu proses 
penegakan hukum pidana, yaitu mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi, 
tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses pemeriksaan di depan sidang 
pengadilan hingga proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Lihat Muladi 
dan Barda Nawawi, ibid, hal : 197. Lihat juga Barda Nawawi Arief, 2006, Kapita Selekta 
Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, Semarang, hal. 20. 
6 Kriminologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. 
Ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi prancis, memberikan 
definisi secara harfiah dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” 
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sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai 
”social problem” yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Dalam hal-hal 
tertentu sistem peradilan pidana dapat dilihat sebagai faktor kriminogen 
dan viktimogen.7 
 Barda Nawawi Arif, menegaskan bahwa pembaharuan hukum 
pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum 
pidana (penal policy).8  Di dalam kajian Politik hukum, tergambar bahwa 
hukum mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh 
perkembangan masyarakat yang mejadi subyek sekaligus obyek hukum 
itu sendiri.9 Hukum sebagai ius contitutum yang dibuat di masa lalu dan 
berlaku sekarang, akan mengalami ketimpangan dengan perkembangan 
sosial masyarakat yang sudah berubah, sehingga diperlukan perubahan 
hukum untuk mewujudkan ius constituendum yang merupakan hukum 
yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa sekarang. 
 Terkait dengan sistem hukum pidana, banyak pendapat yang 
mengacu kepada teori Friedman yang menyebutkan adanya tiga unsur 
dari sistem hukum yaitu substance (materi/substansi), stucture (struktur), 
dan culture (budaya). Akan tetapi ada juga yang mengembangkannya 
                                                                                                                                                                       
yang berarti ilmu pengetahuan. Lihat Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2008, Kriminologi, 
Edisi 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta : hal : 3. 
7 Menurut W. Clifford bahwa ”the rises in crime have eufficeint to attract 
attention to the inefficiency of the present criminal justice structure as a mechanism for 
crime prevention.” (meningkatnya kejahatan telah cukup untuk menarik perhatian pada 
tidak efisiennya struktur peradilan pidana yang sekarang ada sebagai suatu mekanisme 
pencegahan kejahatan). Sama dengan penyataan Johannes Andenaes bahwa ”It is 
sometimes said that the high incidence of crime, or the rising crime rate, is evidence of 
the fitility of impotence of the present system” (semakin tinggi dan meningkatnya angka 
rata-rata kejahatan, merupakan bukti kegagalan atau ketidak mampuan (impotensi) 
sistem yang ada sekarang). Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arif, opcit, hal : 196. 
8 Barda Nawawi Arief,  2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 
PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal : 27. 
9 Istilah “politik” dalam bahasa belanda “Politiek” dan bahasa Inggris 
“Policy” artinya siasat atau kebijakan. Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa bertolak dari 
istilah “Policy” (Inggris) atau “Politiek” (Belanda), maka stilah “poltik hukum pidana” dapat 
pula disebut “Kebijakan hukum pidana”, yang dalam kepustakaan asing istilah “Politik 
hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “penal policy”, 
“criminal law policy” atau “strafrechtspolitiek. Lihat Harun Pudjiarto, St. RS, 1996, 
Memahami Politik Hukum di Indonesia (UU No. 3 Tahun 1971), Cetakan pertama, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal : 2-17 
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menjadi lebih dari tiga, misalnya politik pembangunan hukumnya dalam 
GBHN-GBHN Indonesia menjelang masa akhir orde baru, menyebutkan 
empat unsur yaitu isi, aparat, budaya dan sarana-prasarana.10 
 Lawrence Meid Friedman menyebutkan bahwa sebuah sistem 
hukum memiliki unsur-unsur :11 Struktur hukum, yaitu kerangka 
skeletalnya; bentuk permanennya, badan kepranataan sistem, tulang-
tulang keras dan kaku yang menjaga proses untuk tetap mengalir dalam 
batas-batasnya; Substansi hukum, yang terbentuk dari: (a) aturan-aturan 
substantif, dan (b) aturan-aturan tentang bagaimana pranata-pranata 
hukum harus berprilaku; dan Kultur hukum, sebagai unsur dari sikap dan 
nilai sosial; sebagai bagian dari kultur hukum, yang mencakup kebiasaan-
kebiasaan, opini-opini, cara-cara bertindak dan berfikir, yang 
membelokkan kekuatan-kekuatan sosial mendekat dan menjauhi undang-
undang dengan cara-cara tertentu. Kultur hukum mencakup : (a) sikap-
sikap terhadap apakah sesuatu itu salah atau benar, dan (b) sikap-sikap 
tentang apakah bermanfaat untuk berperkara di pengadilan. 
 Seiring dengan perkembangan kejahatan dimensi baru dengan 
menafaatkan teknologi informasi, komputerisasi dan sistem digital sebagai 
tools dalam melakukan kejahtan, maupun perkembangan Modus 
Operandi, sementara substansi hukum khususnya hukum pidana masih 
mengacu pada ketentuan KUHP dan KUHAP yang sudah tidak mampu 
mengakomodasi perkembangan dunia kejahatan, maka timbul 
ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum yang tidak 
sedikit menimbulkan perdebatan, kontrovesi, serta konflik dalam proses 
penegakan hukum pidana. 
 Berbagai kejahatan bahkan yang merugikan negara dan 
keuangan negara tumbuh subur berbading terbalik dengan upaya 
                                                             
10 Moh. Mahfud, MD, 2006, Membangun Politik Hukum, menegakkan 
konstitusi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hal : 21-22. 
11 Friedman 1975, The legal system, A Sosial Science Perspective. 
Russel Sage Foundation, New York, Rohman Baro, Ibid, hal : 171-172. 
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penegakannya, karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku, yang 
disebabkan selain karena berbagai putusan yang tidak setimpal juga pada 
prosesnya yang tidak optimal dan masih konvensional. Hal ini karena 
metode penegakan hukum yang dilakukan masih menggunakan pola-pola 
konvensional yang sangat muda dibaca oleh para pelaku kejahatan serta 
muda diantisipasi oleh penasehat hukumnya. 
 Perkara-perkara Korupsi12 misalnya bukan saja sebagai 
masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa atau negara, tetapi korupsi 
adalah merupakan masalah yang dihadapi oleh ummat manusia. 
karenanya Konvensi Internasional PBB  tanggal 7 Oktober 2003 di Wina 
menetapkan “corruption“ sebagai extra ordenery crime, oleh karena 
dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, bukan saja kerugian dari 
aspek ekonomi, tetapi hampair semua aspek kehidupan dipengaruhi baik 
sosial, budaya, politik dan keamanan.13 Korupsi merupakan ancaman yang 
bersifat serius, terjadi secara sistemik dan meluas serta juga telah 
melanggar hak-hak sosial dan ekonomi, stabilitas dan keamanan 
masyarakat nasional dan internasional serta telah melemahkan institusi 
dan nilai-nilai demokrasi serta nilai-nilai keadilan serta membahayakan 
                                                             
12 Istilah korupsi berasal dari perkataan latin “coruptio” atau “corruptus” 
yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Lihat Focus Andrea dalam Martiman 
Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian terbalik dlam Delik Korupsi (UU No. 31 
tahun 1999), Cetakan 1, Mandar Maju : Bandung, hal : 7). Menurut Lubis, M., dan  Scoot, 
J.C. dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa, korupsi dalam arti hukum 
adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan 
orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum 
atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap 
korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah 
tercela”. lihat Lubis, M., dan  Scoot, J.C. 1993, Korupsi Politik, Yayasan Obor Indonesia :  
Jakarta, hal : 19) 
13 Menurut Barda Nawawi Arif bahwa Korupsi sangat menjadi sulit 
diberantas karena berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lain seperti :. “Masalah 
sikaf mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah 
kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan 
hidup/sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/budaya politik, masalah 
peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahanbirokrasi/prosedur 
administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum”. 
Lihat Barda Nawawi Arief, 1997, Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan 
Tindak Pidana Korupsi, Makalah yang disampaikan dalam seminar sehari tentang 
Mencari Solusi dan Model-model Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Manipulasi Di 
Lembaga Penegakan Hukum Indonesia, di Semarang pada tanggal  13 Agustus 1997: 4). 
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pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. Pernyataan ini sudah 
merupakan prinsip umum hukum internasional dalam pencegahan dan 
pemberantasan korupsi.  
 Konsekuensi logis dari korupsi sebagai kejahatan luar biasa ini, 
maka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera 
sesuai dengan tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara Indonesia, maka 
diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra ordinary 
enforcement) dan tindakantindakan luar biasa pula (extra ordinary 
measures), secara terus menerus serta juga tak dapat dikesampingkan 
adalah usaha-usaha yang bersifat  pencegahan (preventif), 
pemberantasan tindak pidana korupsi (represif) dan pendekatan bersifat 
restorative.14 
 Perkembangan kejahatan kourpsi yang cepat dan meluas 
hampir ke semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, hampir 
tidak mampu ditanggulangi oleh institusi hukum yang ada. Harapan dan 
tuntutan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi tidak berbanding lurus dengan upaya 
penanggulangannya. Kondisi inilah yang menjadi landasan pertimbangan 
lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan disyahkannya UU 
No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korusi.15 
 Berbagai kendala tehnis dan strategis yang dihadapi dalam 
proses penegakan hukum terhadap perkara-perkara pidana, termasuk 
perkara-perkara seperti Korupsi, Money laundering, narkoba dan 
sebagainnya, sesungguhnya ada pada konsep metode penegakan hukum 
                                                             
14 Lihat Lilik Mulyadi, 2008, Asas Pembalikan Beban Pembuktian 
Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, Penerbit Alumni, Bandung, hal 
: 7 
15 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250. Pertimbangan utama lahirnya KPK seperti 
yang rumuskan dalam konsideran UU No. 30 Tahun 2002 khususnya huruf b dijelaskan 
bahwa “lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum 
berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.” 
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yang dilakukan. Hal ini baik ditinjau dari aspek substansi hukumnya, 
struktur hukumnya maupun kultur hukumnya. 
 Dalam tulisan ini, secara khusus mengkaji tentang penerapan 
metode investigasi keuangan (Financial investigation on criminal) yang 
diterapkan seperti di Belanda dalam proses penegakan hukum Pidana di 
Indonesia sebagai salah satu konsep dan metode strategis dalam rangka 
mengoptimalkan upaya penegakan hukum pidana, serta dapat dijadikan 
solusi dalam mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang selama 
ini dihadapi oleh penegak hukum dalam kaitan dengan upaya penegakan 
hukum pidana. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah 
tentang “bagaimana kemungkinan penerapan metode investigasi keuangan 
(financial investigation on criminal) dalam konsep penegakan hukum pidana di 
Indonesia?  
 
PEMBAHASAN DAN ANALISA 
Financial Investigation on Criminal 
 Financial Investigation on Criminal atau Financial Criminal 
Investigation (FCI) adalah suatu metode investigasi 
(Penyelidikan/Penyidikan) guna mengetahui aset-aset tersangka yang 
didapat dari hasil kejahatan, sehingga dapat disita, untuk dikembalikan 
kepada negara dan atau korban. Metode ini dikembangkan oleh akademi 
Kepolisian Belanda (Politie academie) dan diterapkan dalam proses 
investigasi semua tindak pidana. Konsep dasar dari metode ini ditujukan 
untuk menjawab perkembangan kejahatan yang mengikuti perkembangan 
teknologi. Perkembangan teknologi melalui konvergensi jaringan 
telekomunikasi dengan sistem komputerisasi menghasilkan sistem 
digitalisasi jaringan Internet yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh 
pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.16 
                                                             
16  Sukardi,  Financia Investigation on criminal, harian fajar 3 Oktober 
2012 
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 Financial Investigation on Criminal dibelanda bertujuan untuk : a) to 
prove criminal facts; b). To prove on criminal profits; dan c) property 
investigation before confiscation, dengan tujuan akhir adalah menyita 
semua hasil kejahatan, keuntungan kejahatan dan asset terdakwa yang 
tidak sesuai dengan pendapatan legalnya. Jika dibandingkan dengan 
tujuan investigasi di Indonesia, yaitu : a). Menentukan apakah telah terjadi 
tindak criminal; b). Mengidentifikasi pelaku; c). Menangkap pelaku dan d). 
Memberikan bukti untuk mendukung penuntutan di pengadilan, dengan 
tujuan akhir adalah membuktikan perbuatan terdakwa apakah bersalah 
atau tidak.17 
 Jika dibandingkan dengan metode penyidikan di Indonesia, maka 
tujuan penyidikan di Indonesia hanya to prove criminal facts yaitu 
membuktikan fakta kejahatan yang dengan fakta tersebut membuat terang 
suatu tindak pidana dan bahwa tersangkalah pelakunya, sebagaimana 
pengertian penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa : “Penyidikan adalah 
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 
guna menemukan tersangkanya.” 
 
 
 
 
 
 
                                                             
17 Tim Trainer FCI, Materi Pelatihan Financial Criminal Investigation 
Level 1 & II, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pendidikan 
Polri (Tidak Dipublikasikan), hal : 1 
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  Gambaran tentang tujuan metode investigasi keuangan Belanda 
tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Penerapan Metode Financial Investigation on Criminal di Belanda, 
yang juga identik dengan metode memiskinkan pelaku kejahatan, dapat 
diterapkan pada semua tindak pidana, berbeda dengan di Indonesia, 
metode memiskinkan pelaku kejahatan hanya diterapkan dalam 
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian 
Uang. 
 Metode penghitungan hasil kejahatan yang digunakan dalam metode 
Financial Investigation on Criminal adalah antara lain :18 
1. Penghitungan hasil kejahatan per-act (per kejahatan) 
Rumus Penghitungan hasil kejahtan per-act adalah : 
+ Keuntungan  
                                                             
18 Tim Trainer FCI, 2014, Materi Pelatihan Financial Criminal 
Investigation Level III, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga 
Pendidikan Polri (Tidak Dipublikasikan), hal : 2 
7 
1 
Pembuktian Objek Kesimpulan Yang Harus 
Membuktikan 
Memenuhi 
Unsur & Dapat 
Dipertanggung 
jawabkan 
Membuktikan  
Pasal Yang 
Diterapkan 
Menjual Aset 
Tersangka apabila 
tersangka telah 
dinyatakan bersalah 
dan harus 
mengembalikan 
keuntungan hasil 
kejahatan 
Jaksa 
Bukti Yang 
Masuk Akal 
Investigasi thdp 
Hasil/Keuntung
an Kejahatan 
Jaksa 
Tersangka 
3 
2 
- Menjalani hukuman 
- Sita Aset 
- Denda 
- Dimusnahkan 
- Pulihkan korban 
Property 
investigation 
before 
confiscation 
Pembuktian 
Yang Masuk 
Akal 
Jaksa 
Kembalikan hasil 
kejahatan : 
- Keuntungan Per 
kejahatan 
- Keuntungan dgn 
Metode Survey 
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+ Aset yang berasal dari Kejahatan 
= total keuntungan  
-  Biaya yang dikeluarkan berhub dgn kejahatan 
= Keuntungan per kejahatan  Kembalikan ke Pemerintah 
2. Penghitungan hasil kejahatan per-periode (per periode tertentu) 
Penghitungan hasil kejhahatan per-periode dibagi menjadi : 
a. Cash survey, yaitu penghitungan terhadap aset tersangka dalam 
bentuk tunai non bank, dengan rumus : 
+ Aset  Awal         
+ Pemasukan resmi  
-  Aset Akhir                   
= Aset Yang Legal   
 - Pengeluaran sesungguhnya  
Keuntungan Hasil Kejahatan 
b. Cash bank survey, yaitu penghitungan terhadap seluruh aset 
tersangka baik dalam bentuk tunai non bank maupun dalam 
bentuk simpanan bank, dengan rumus : 
+  Aset  Awal         
+  Pemasukan resmi  
-   Aset Akhir/kekayaan per.... 
= kemungkinan belanja  
-   Pengeluaran rill                        
= Uang illegal/uang tdk sah 
 Tjuan hari dari penghitungan hasil kejahatan tersebut adalah untuk 
disita dan diserahkan ke kas negara dan atau dikembalikan kepada 
korban. Dengan demikian proses penegakan hukum pidana sekaligus 
penegakan hukum perdata dijadikan satu dalam suatu metode Financial 
Investigation on Criminal. Berbeda dengan sistem penegakan hukum 
pidana di Indonesia yang hanya membuktikan perbuatan pidana yang 
dilakukan oleh pelaku kejahatan, sehingga pengembalian kerugian korban 
atau kerugian negara dapat dilakukan dengan proses perdata.  
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Penerapan dalam hukum pidana Indonesia 
 Perbedaan sistem penegakan hukum pidana di Belanda dan di 
Indonesia dalam dilihat dalam tabel di bawah ini : 19 
PERBEDAAN INDONESIA BELANDA 
Penyidikan Murni dilakukan oleh 
Kepolisian, setelah BP siap, 
baru dikirim ke JPU 
Koordinasi sejak 
awal telah dilakukan, 
mulai penangkapan 
dst 
Memeberhentikan 
seseorang yang 
dicurigai 
Sesuai dgn Pasal 4 KUHAP 
berwenang untuk itu 
-  6 jam (Utk 
kejahatan yang 
anc. hukuman > 4 
thn) 
- Penyidik yg lbh 
tinggi dapat 
memperpanjang 
utk 2 hari 
- Jaksa dpt 
memperpanjang 
untuk selama 2 
hari. 
Penangkapan Berdasarkan Bukti 
permulaan yang cukup 
Diputuskan oleh 
Polisi senior utk 2 
hari 
Jaksa 
berkewenangan utk 
memperpanjang 48 
jam 
Penggeledahan dan 
Penyitaan 
Ijin dari Ketua Pengadilan 
Negeri 
Jaksa bersama-
sama dengan 
penyidik 
 Perbedaan yang menonjol digambarkan dalam tabel di atas, adalah 
mekanisme koordinasi dan kerjasama antara penyidik (investigator) 
dengan jaksa (procecutor) dalam proses penyidikan tindak pidana 
(investigation). Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jaksa mulai 
                                                             
19 Tim Trainer FCI, 2014, Materi Pelatihan Financial Criminal 
Investigation Level 1 & II, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga 
Pendidikan Polri (Tidak Dipublikasikan), hal : 1 
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bekerja setelah berkas perkara diserahkan tahap II oleh Penyidik setelah 
Berkas Perkara di nyatakan lengkap (dengan surat P-21).  
 Perbedaan yang sangat menonjol dalam konsep investigasi antara 
Belanda dan Indonesia adalah orientasi tujuan investigasi masing-masing. 
Metode investigasi keuangan di Belanda berorientasi “follow the money” 
sedangkan metode investigasi di Indonesia berorientasi “follow the action:” 
Perbedaan ini juga disebabkan karena adanya perbedaan paradigma 
sistem pemidanaan yang menjadi landasan yuridis penerapan metode 
investigasi tersebut.  
 Indonesia yang mewarisi hukum pidana kolonial Belanda, rupanya 
jauh tertinggal dengan tetap menerapkan KUHP warisan Belanda itu, 
padahal dibelanda telah mengalami perubahan yang sangat signifikan 
terutama mengenai substansi hukum pidana dan acaranya. Secara 
konseptual, Indonesia juga sebenarnya telah memulai menerapkan 
konsep investigasi dengan metode Financial Investigation on Criminal ala 
Belanda, terutama jika kita kaji substansi undang-undang Korupsi dan 
Money Laundring. Akan tetapi pada hakekatnya belum dapat diterapkan 
secara efektif, terhadap korupsi dan money laundring, dan tidak dapat 
diterapkan terhadap kasus-kasus lain selain korupsi dan money laundring. 
Meskipun telah berkembang mengenai Barang Bukti elektronik, akan 
tetapi hanya memberikan ruang untuk membuktikan fakta kejahatan atau 
mengungkap tindak pidana. Hal ini disebabkan  karena secara sistemik 
belum didukung oleh sistem hukum pidana secara utuh. 
 Metode financial investigation Belanda ini pada dasarnya sejalan 
dengan konsep memiskinkan pelaku yang sering disebut-sebut dalam 
upaya pemberantasan korupsi. Akan tetapi orientasi penegakan hukum 
pidana menurut ketentuan acara pidana baik umum maupun khusus di 
Indonesia belum sepenuhnya mendukung langkah tersebut. Sistem 
pembuktian yang dianut dalam UU korupsi dan UU Money Laundring 
adalah sistem pembuktian terbalik yang eksistensinya masih 
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diperdebatkan karena s 00ebagian pihak menilaI bahwa secara yuridis 
sistem pembuktian terbalik bertentangan dengan berbagai ketentuan 
hukum dan asas hukum baik nasional maupun internasional. Pembuktian 
terbalik mewajibkan terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya. 
Sedangkan metode Financial Investigation on Criminal tidak 
menggunakan sistem pembuktian terbalik tetapi sistem pembuktian 
negatif, karenanya pembuktian kejahatan dan hasil kejahatan dilakukan 
oleh penyidik dan penuntut Umum. Kemudian motode investigasi di 
Indonesia difokuskan pada perbuatan dan pembuktian kesalahan 
tersangka/terdakwa, sedangkan investigasi keuangan di Belanda 
difokuskan untuk mengungkap hasil kejahatan, keuntungan kejahatan dan 
asset pelaku yang tidak legal.  
 Semangat untuk memberantas korupsi yang menyandingkan dengan 
pemberantasan pencucian uang merupakan langkah maju yang harus 
didukung terus. Akan tetapi kendala untuk mewujudkan itu diantaranya 
adalah belum didukung sepenuhnya oleh sistem hukum secara utuh 
terutama substansi hukum yang belum mengatur prosedur investigasi 
dengan metode seperti di Belanda. Indikator lain dari kelemahan sistem 
hukum selain penerapan sistem pembuktian terbalik adalah : hukuman 
pengganti bagi terdakwa yang tidak dapat membayar denda; substansi 
acara pidana dalam KUHAP terkait dengan penyelidikan dan penyidikan 
berorientasi “follow the action”.  
 Setiap investigator di Belanda dibekali dengan kemampuan 
investigasi keuangan sehingga dapat menghitung hasil atau keuntungan 
dari kejahatan, sedangkan di Indonesia khsusnya dalam menghitung 
kerugian negara akibat korupsi, kemampuan investigator seringkali tidak 
diakui tetapi diserahkan kepada institusi lain yaitu BPK atau BPKP 
sebagai independent auditor. Hal ini akan memperlambat penanganan 
perkara, karena selain membutuhkan waktu, birokrasi yang panjang, 
memungkinkan timbulnya perbedaan interpretasi, diperlukan sistem 
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koordinasi dan sebagainya. Sedangkan investigasi keuangan di Belanda 
memberikan kewenangan kepada investigator untuk menghitung hasil dari 
kejahatan dengan memnggunakan metode penghitungan per-act dan 
metode penghitungan per-periode (cash survey dan cash bank survey). 
Hal ini juga didukung oleh substansi perundang-undangan pidana di 
Belanda. 
 Oleh karena itu, penegakan hukum pidana di Belanda relative lebih 
cepat dan dengan kualitas yang lebih baik. Efek jera dan kontribusi 
pengembalian kerugian negara dan atau korban jauh lebih memberikan 
dampak terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum, dibanding 
metode investigasi di Indonesia. Mencermati hal tersebut, menurut hemat 
penulis bahwa metode Financial Investigation on Criminal yang diterapkan 
di Belanda tersebut sangat tepat diterapkan di Indonesia, bukan hanya 
dalam perkara Korupsi dan pencucian uang, tetapi dalam proses 
investigasi perkara-perkara pidana lainnya. Mengingat KUHP Indonesia 
juga berasal dari Belanda. 
 Oleh karena sistem penegakan hukum di Indonesia (criminal justice 
System) di Indonesia terdiri dari Unsur-unsur : Kepolisian (Penyidik), 
Kejaksaan (Penuntut), Hakim (pengadilan) dan Lembaga 
Pemasyarakatan, maka khususnya tiga unsur Pertama yaitu Penyidik, 
penuntut dan Hakim perlu dibahas dan dikaji prospek penerapan metode 
investigasi keuangan dalam mekanisme kerja dan persfektif pembuktian 
tindak pidana yang ditangani, seingga system koordinasi dan hubungan 
kerja dalam proses penegakan hukum pidana menjadi sinergis dan 
harmonis dalam rangka efektifitas penegakan hukum pidana. 
 
Relevansi metode investigasi 
 Metode Investigasi Keuangan (financial investigation on criminal) 
merupakan suatu metode investigasi (penyelidikan dan penyidikan) tindak 
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pidana yang digunakan di Kepolisian belanda untuk mengungkap fakta 
kejahatan dan menghitung keuntingan hasil kejahatan yang merupakan 
tugas dari Penyelidik dan Penyidik Polri, sehingga metode ini sangat 
relevan dengan tugas Polri bahkan merupakan bagian dari tugas utama 
khususnya Fungsi reserse Krimninal baik terhadap tindak pidana umum 
maupun tindak pidana khusus. 
 Penerapan metode investigasi keuangan dalam proses pebnyidikan 
tindak pidana 
Tolok Ukur 
1. Indikator Keluaran 
 Terlaksananya telaksananya pelatihan financial investigation on 
criminal bagi penegaka hukum Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan 
Hakim.Terwujudnya sistem koordinasi yang sinergis unsur-unsur 
criminal Justice system khususnya dalam penerapan metode 
financial investigation on criminal dalam proses penegakan hukum 
pidana di Indonesia. 
2. Pandangan Polri (Peserta FCI yang telah mengikuti Pelatihan) 
a. Bahwa Metode investigasi keuangan (financial investigation on 
criminal) yang diterapkan di Belanda yang kemudian diajarkan 
dalam pelatihan tersebut, pada dasarnya bukanlah merupakan 
metode baru yang masih asing jika dilihat dari konsep 
penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya jika melihat 
substansi hukum acara pidana sebagai hukum positif yang 
berlaku. Dalam beberapa ketentuan hukum acara di Indonesia, 
memungkinkan untuk menerapkan metode tersebut dalam 
proses penegakan hukum pidana, akan tetapi dalam fakta 
praktek peradilan di Indonesia, tidak dilaksanakan yang dapat 
disebabkan oleh berbagai faktor antara lain : 
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1) Belum adanya pemahaman yang komprehensip bagi 
penegak hukum terhadap mekanisme atau metode 
tersebut. 
2) Belum adanya kesamaan visi dan misi dalam proses 
penegakan hukum pidana antar unsur dalam criminal 
Justice system. 
3) Adanya berbagai penafsiran yang saling bertentangan, 
yang didasarkan pada pemahaman yang parsial. 
4) Belum adanya suatu konsep koordinasi yang sinergis dan 
harmonis. 
5) Ego sektoral yang menimbulkan perbedaan  
b. Bahwa metode investigasi keuangan (financial investigation on 
criminal) dari Belanda tersebut sangat efektif dalam proses 
penegakan hukum pidana, terutama dalam proses pembuktian 
dalam perkara-perkara seperti Korupsi, money Laundring, 
bahkan terhadap kejahatan konvensional. 
c. Bahwa dengan menerapkan investigasi keuangan (financial 
investigation on criminal) tersebut, maka sistem pembuktian 
terbalik tidak perlu diterapkan, mengingat bahwa sistem 
pembuktian terbalik masih menimbulkan berbagai kotroversi, 
karena bertentangan dengan berbagai ketentuan dan asas 
hukum baik nasional maupun internasional, sedangkan metode 
investigasi keuangan (financial investigation on criminal) ini 
merupakan metode yang berseberangan dengan metode 
pembuktian terbalik karena dalam metode investigasi keuangan 
(financial investigation on criminal) dituntut kerja keras penegak 
hukum serta profesionalitas dan proporsionalitas 
d. Metode tersebut dapat mengakomodir berbagai metode 
investigasi seperti tracing asset, asset sharing, pembuktian 
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tanpa pembalikan beban pembuktian, serta upaya memiskinkan 
pelaku kejahatan. Sehingga output penegakan hukum dapat 
menimbulkan efek jera bukan hanya kepada pelaku kejahatan 
tetapi efek prevensi terhadap masyarakat agar enggan 
melakukan kejahatan. 
e. Bahwa Metode investigasi keuangan (financial investigation on 
criminal) tersebut memberikan pola koordinasi dan komunikasi 
serta kerjasama yang sinergis, harmonis dan efektif antar 
penegak hukum dalam sistem penegakan hukum pidana 
bahkan dengan instansi terkait lainnya. 
f. Bahwa untuk menerapkan Metode investigasi keuangan 
(financial investigation on criminal) tersebut di Indonesia, maka 
perlu dilakukan langkah-langkah perubahan substansi hukum 
acara pidana, mekanisme kerja dan koordinasi unsur-unsur 
criminal justice system, hubungan yang sinergis dengan 
instansi terkait lainnya seperti perbankan, kantor Pajak, 
departemen-departemen dan instansi-instansi baik pemerintah 
maupun swasta. 
g. Bahwa untuk penerapan investigasi keuangan (financial 
investigation on criminal) tersebut, maka perlu dimulai dengan 
melakukan pelatihan bersama, dan diawali dengan unsur-unsur 
internal criminal Justice System (penyidik, JPU dan Hakim). 
h. Bahwa diperlukan dukungan pemerintah untuk dapat 
menerapkan metode investigasi keuangan (financial 
investigation on criminal) dalam mekanisme penegakan hukum 
pidana di Indonesia, dengan semangat bahwa penerapan 
investigasi keuangan (financial investigation on criminal) ini 
dapat membantu penegak hukum untuk mengatasi berbagai 
kendala penegakan hukum terutama terhadap kasus-kasus 
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yang merugikan keuangan negara seperti Korupsi, money 
laundring, perbankan, dan sebagainya. 
3. Penyesuaian metode 
a.  diperlukan pemahaman dan keterampilan masing-masing unsur 
penegak hukum (Penyidik, JPU dan Hakim) terhadap Metode 
investigasi keuangan (financial investigation on criminal). 
b. diperlukan sistem penegakan hukum pidana yang efektif 
melalui efektivitas penerapan metode investigasi keuangan 
(financial investigation on criminal) dalam penegakan hukum 
pidana di Indonesia. 
c. diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dan 
harmonis baik internal penegak hukum maupun eksternal 
dengan instansi terkait lainnya. 
d.  diperlukan tingkat kejahatan pada umumnya dan kejahatan 
keuangan terutama yang merugikan keuangan negara 
khususnya. 
e.  diperlukan rumusan substansi hukum pidana dan hukum acara 
pidana khususnya dalam RUU KUHP dan RUU KUHAP yang 
memuat konsep dan metode investigasi keuangan (financial 
investigation on criminal). 
f. diperlukan Visi dan Misi Penegak hukum dan orientasi 
Penegakan Hukum Pidana yang sinergis dengan mengadopsi 
metode investigasi keuangan (financial investigation on 
criminal). 
g. diperlukan SOP sistem peradilan Pidana (penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan) yang mengadopsi 
metode investigasi keuangan (financial investigation on 
criminal). 
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PENUTUP 
Kesimpulan  
 Bahwa metode investigasi keuangan (Financial Investigation on 
Criminal) atau Financial Criminal Investigation (FCI) adalah suatu metode 
investigasi (Penyelidikan/Penyidikan) guna mengetahui aset-aset 
tersangka yang didapat dari hasil kejahatan, sehingga dapat disita, untuk 
dikembalikan kepada negara dan atau korban. Bahwa metode yang 
digunakan adalah penelusuran aset-aset pelaku kejahatan melalui sistem 
perbankan atau sistem keuangan lainnya dengan tujuan selain untuk 
membuktikan perbuatan pelaku, juga untuk mengetahui keuntungan hasil 
kejahatan dan aset-aset yang diperoleh melalui kejahatan. Bahwa pada 
dasarnya secara konseptual substansi ketentuan hukum acara pidana 
maupun ketentuan undang-undangan tindak pidana korupsi dan 
Pencucian Uang, sudah menganut metode memiskinkan pelaku kejahatan 
yang mirip (memiliki kesamaan) dengan metode FCI tersebut, meskipun 
dalam implementasinya baru digunakan untuk membuktikan kesalahan 
pelaku kejahatan, dan masih memisahkan proses pidana dan proses 
perdata dalam dalam upaya memiskinkan pelaku kejahatan.  
Saran 
Sebagai rekomendasi dalam rangka upaya peningkatan kinerja aparat 
penegak hukum khususnya dalam menegakkan hukum pidana dengan 
menerapkan metode investigasi keuangan (financial investigation on 
criminal), maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 
a. Perlu dilakukan perubahan dalam RUU KUHP dan KUHAP dengan 
mengadopsi Metode investigasi keuangan (financial investigation on 
criminal). 
b. Melakukan kegiatan pelatihan Bersama dengan melibatkan pihak 
Penyidik Polri, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai peserta pelatihan 
dengan trainer dari Belanda dibantu oleh trainer Indonesia. 
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c. Merumuskan sistem koordinasi dan kerjasama yang harmonis dan 
sinergis antara lembaga penegak hukum dengan lembaga 
perbankan, Penyedia Jasa Keuangan, PPATK, BPKP, Pegawai 
Perpajakan, dan pihak yang mewakili Pemerintah (departemen dan 
kementerian) lainnya.  
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